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PERATURAN MENTER.I KESEHATAN REPUBLIK INOONESIA 

NoM5R. : SGO/MENKES/PER/VIII/1989 

TENT.ANG 

JENIS PENYAKIT TERTEN'IU YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH, 

TATA CARA PENYAMPAIAN IAPORANNYA DAN -TATA CARA PE­

NANGGULANGAN SEPERLUNYA •. 

~ KESEHATAN REPUBLIK JNOO.\JESIA, 

a. bahwa sebagai -pelaksanaan Undang-Undang Naror 4 Tahtm 1984 

tentang Wabah Penyakit ~ular, perlu ditetapkan Jenis Pe­

nyakit Tertentu yang dapat rrenimbulkan wabah, Tatfi. C~a Pe­

nyampaian Laporannya dan Tata Cara Penariggulangan seperltmya. 

b. bahwa sehubtmgan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dite­

tapkan PeratU.ran .t-1=n.teri Kesehatan. 

1. Undang-Undang Nanor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pakok Kesehatan; 

2. Undang-Undang Naror 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut; 

3. Undang--Ondang Naror 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara; 

4. Undang-Undang Naror 5 Tahun 1974 tentang Pakok-Pakok Perrerin-:-

tahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nanor 5 Tahun 1979 tentang Pemer.intahan Desa; 

6. Undang-Undang Naror 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit ~ular; 

7. Peraturan Pemerintah Naror 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Seba­

gian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; 

8. Keputusan Presiden Naror 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokak Orga­

nisasi Departemen; 

9. Keputusan Presiden Naror 15 Tahtm 1984 sebagairnana telah diubah 

~ terakhir dengan Keputusan Presiden Ncnor 36 Tahun 1987 tentang 

SUsunan Organisasi Departemen. 

MEMUTUSKAN 
I 

PERA.TUR.AN MENTER.I KESEHATAN REPUBLIK INOONESIA TENTANG JENIS PENYA­

KIT. TERTEN'IU YANG DAPAT MENIMBULKAN 'WABAH, TATA CARA PENYAMPAIAN LA­

PORANNYA DAN TATA CARA PENANGGULANGAN SEPERLUNYA. : 
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BAB I 

KEI'ENIUAN UMIJM 

· Pasal 1 

Dalam Perattiran ini yang clirraksud dengan 

. t 

a. Wabah adalah kejadian ber]:angkitnya suatu penyakit menular dalam 

masyarakat yang jumlah penderi tanya men±ngkat secara nyata melebihi · 

keadaan yang- lazim pada waktu dan daerah tertentu-serta dapat -rrenirnbul­

kan malapetaka. 

b. Penderita atau- tersangka penderita adalah _~erita -atau tersangka 

~derita penyakit tertentu yang dapat mefilrnbulkan wabah. 

c. Kejadian Luar ·Biasa (KLB) adalah tirnbulnya atatl rremngkatnya ·kejadian 

kesakitan/kematian yang berm:ikna secara epidemioloC;is pada suatu daerah 

dalam kurun waktu tertentu. 

d. Tindakan penanggulangan seperlunya adalah tindakan yang wajib Se:Jera 

dila1<.sanakan oleh Kepala Wilayah/Daerah dengan bantuan Unit kesehatan 

sete:npat bila didapatkan penderita atau tersangka penderita atau Ke­

jadian Luar Biasa _agar tidak berkanbang menjadi Wabah. 

e. Isolasi adalah pernisahan penderita penyakit menular dengan orang yang 

rentan terhadap penyakit tersebut. 

f. Evakuasi : adalah pernin~ sebagian atau semua penduduk dari lokasi 

terjangkit ke lokasi yang arnan. 

g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab da­

lam bidang pernberantasan penyakit menular. 

BAB II 

JENIS PENYAKTI' TERrENIU YAN3 

DAPAT MENIMBULKAN WABAH 

Pasal 2 

(1) Penyakit tertentu yang dapat menirrbulkan wabah adalah 

a. Kholera b. Pes. 

c • . Danam kuning . 

e. Tifus bercak wabah 

g. Campak 

, 

d. Danam bolak-balik. 

f. DeiTiam _Berdarah Dengue. 

h . Polio. 

i. Difteri 



i. Difteri . 

k. Rabies. 

m. Influenza. 

Oo Tifus perut. 

q. . Encepnalitis. 
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j .. 

1. 

n. 

fl • 
r. 

Pertusis .. 

Malaria. 

Hepatitis. 

Meningitis. 

Antra.x. 

(2) Tanda-tanda penyak:it sebagaimana dimaksud. ·1)_ada ayat· (1) :qi:te~ 

tapkari .. olelLDirektur. Jehderar.. ·: ·· ·. 

• 

(3) Penyakit lain yang dapat menirnbulkan wcµxih yang belun ditetapkan 

dalam Peraturan ini akan di tetapkan kemudian_ o~ Menteri Kese­

hatan. 

Pasal 3 

. (l) Penentuan suatu penyakit yang dapat men.imbulkan wabah sebagaimana 

yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan atgS. _·dasar.·· hasil pe--· . 
rreriksaan:·' klinik :laboratorium. 

(2) Tata cara pareriksaan klinik dan laboraturium sebagaimana dimak­

sud ayat (1), ditetapkan oleh Dir~tur Jenderal. 

BAB III 

TATA CARA PENYAMPAIAN IAPORAN ADANYA 

PENDERI'rn. ATAU -TERSAN:;KA--PENDERITA-

Pasal 4 

(1) I.atx>ran adanya penderita atau tersangka penderita disebut laporan 
' 

kewaspadaan. 

(2) Isi laporan kewaspadaan antara lain 

a. Nama/Nama-narna penderita atau yang neninggal; 

b. Golongan uffiur; 

c. Teropat/alamat kejadian; 

d. Waktu kejadian; 

e. J:umlah yang sakit atau meninggal. 
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Pasal 5 

Penyarrpaian laporan kewaspadaan ha.IUS rrerrperhatikan asas dini, 

cepat, dapat dipercaya dan bertanggung j awab. 

Pasal 6 

(1) Yang diharuskan rrenyarnpaikan laporan kewaspadaan anta,ra lain 

a. Orang tua penderita atau tersangka penderita, orang dewasa 

yang tinggal serumah dengan penderita atau tersangka pen -

derita, Kepala Keluarga, Ketua~~ ·Tetangga, Ketua Rukun 

Warga/Rukun Karrpung atau Kepala Dukuh; 

b. Dokter, petugas kesehatan yang ITeireriksa penderita, . dakter 

hewan yang rreneriksa hewan : ·tersang~a .. penderita; 

c. Kepala stasiun kereta api, kepala tenninal kendaraan ber­

motor, kepala asrama, kepala ·sekolah, pirrpinan perusahaan, 

kepala unit kesehatan pemerintah dan swasta; 

d. Nakhoda kendaraan air atau udara. 

(2) Laporan kewaspadaan disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa dan 

atau Unit Kesehatan terdekat selambat-lambatnya 24 (dua puluh ern­

pat) jam sejak rrengetahui adanya penderita atau tersangka pen­

derita. 

(3) Laporan kewaspadaan yang diterima sebagairncma dimaksud ayat (2) 

harus segera diteruskan kepada kepala Puskesmas Pernbantu;1<.epala 

Puskesmas seterrpat. 

Pasal 7 

(1) Kepala Puskesmas Pernbantu yang rrenerima laporan kewaspadaan ha­

rus irelapor kepada Kepala Puskesmas atau atasannya~ 

(2) Kepala Puskesmas atau yang rrenerima laporan kewaspadaan dari 

masyarakat atau dari Puskesmas Pembantu atau dari Lurah?ha.IUS 

melaporkan kepada Carnat dari binas Kesehatan Dati II setercpatf 
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(3) Dinas Kesehatan Dati II dan I atau Pejabat yang menerima laporan kewaspadaan 

langsung dari ~syarakat sebagaimana dirnaksud pada pasal 6 ayat (1) dengan 

berbagai cara segera mernberitahukan kejadian kepada Puskesmas yang bersang­

kutan. 

Pasal 8 

(1) Penyarnpaian laporan kewaspadaan dapat diTakukan dengan cara lisan dan atau 

tertulis. · 

(2) Penyampaian secara lisan dil~ukan dengan tatap .muka, ITElalui telpcn, rrelalui 

radio dan alat-alat kumtmikasi ·1ainnya . 

. (3) Penyarrpaian secara tertulis dapat dilakukan dengan surat; telex dan sebagainya. 

BAB IV 

"rn.TA CARA PENANGGULANGAN · SEPERLUNYA 

Pasal 9 

(1) Kepala Puskesmas yang menerima laporan kewaspadaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 dalam rangka membantu kepala wilayah se­

tempat, wajib segera_ melaksanakan penyelidikan epidemiologis 

bersamaan dengan penanggulangan Kejadian Luar Bias·a • . 

(2) Tindakan penanggulangan lebih lanjut disesuaikan dengan hasil 

penyelidikan epidemiologis. 

"(3) Bilamana diperlukan Kepala Puskesmas dalam melaksanakan penye­

lidikan epidemiologis d~pat minta bantuan kepada Dinas Kesehatan 

Dati II. 

(4) Pedoman penyelidikan epiderniologis dan penanggulangan Kejadian 

Luar Biasa ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

·pasal 10 

(1) Penanggulangan seperlunya antara lain 

a. Pemeriksaan; 

b. Pengobatan 

c. Perawatan; 

d. Iso·lasi . . . . . . . . 
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e. Pembentukan Tim Gerak Cepat dan Penggerakannya; 

f . Penghapus hamaan lingkungan , misalrlya panberian kapori t pada sumur ; 

g •. Vaksinasi; 

· h. Evakuasi; 

i. Penutupan daerah/lokasi yang tersangka terjangkit wabah; 

j o Iain-lain tindakan yang diperlukan. 

Pasal 11 

CL) Isolasi dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Panbantu, Puskesmas, atau 

Rumah Sak.it. 
. ' I 

(2) Isolasi dapat dilakukan di Rumah Sak.it, Puskesmas atau di Rurnah. 

(3 ) Kegi atan Isolasi tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan 

oleh Kepala WilayahjDerah atau Carnat. 

Pasal 12 

(1) Pernbentukan dan penggerakan •rim Gerak Cepat di Kccamatan, Kabupaten/ 

Kotarnadya, dan Propinsi dilakukan oleh carnat at.au Kepala Wilayah/Daerah 

yang bersangkutan dengan manpertimbangkan keadaan dan kebutuhan ma.sing­

masmg wilayah. 

(2) Tim Gerak Cepat tersebut pada ayat (1) terdiri dari l.msur-un$ur· Kesehat- ... 

an, -i<eamanan, Peneran'3"an dan unsur lam yang t erkait. 

Pasal 13 

Penghapus harriaan l.illgkungan dilakukan oleh petugas Kesehatan dengan dibantu 

ol~ perangkat pemerintah setempat laim1ya. 

Pasal 14 

(1) Imunisasi diberikan kepada penduduk yang berada dalam ancarran t erjangkit 

penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. 

(2) Imunisas i pada manusia dilakukan oleh petugas Kesehatan seteropat dan 

imunisas i pada hewan dilakukqn petugas petemakan ·setempat. 

Pasal 15 

(l} Evakuclsi dilakukan apabila rnenurut perangkat Kesehatan terdapat .illdikasi 

med.is atau epidemiologis. 

(2} Pelaksanaan evakuasi dilakukan oleh Kepala Wilayah/Daerah a.tau Camat. 

.. 

I 
I 



,.­
\ 

... 

i 

,' .. 
... 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 
- 7 -

Pasal 16 

(1) Penutupan daerah/lokasi yang t ersangka terjangkit wabah dilaksanakan 

apabila menw:ut perangkat kesehatan terdapat · in<1ikasi epidemiologis_~ 

(2) Penutupan . daerah dilakukari oleh Kepala Wilaxah/Daerah atau Camat • .. 

(3) Luas daerah da11 lamanya penutupan daerah diperhibmgkan secara epide-:- · 
. . 

ro;i.QJ,ogi~_-_d.§lgan _~r:ba:tikan letak batas dan keadaan wilayah. 

BAB V 

DAYA.. DAN DANA 

Pasal 17 

(1) Daya dan dana yang diperlukan untuk rrelaksanakan penyelidikan epidemio­

logis dan penanggulangan seperlunya adalah. tanggung jawab Kepala Wilc;i­

yah/Daerah setempat. 

(2) Pengadaan daya dan dana tersebut pada ayat (1) , selain dari Perrerintah 

Daerah setempat, Kepala Wilayah/Daerah yang bersangkutan dapat mengu -

sahakannya dari Perrerintah Pusat atau masyarakat. 

BAB VI 

KEI'EN'IUAN PERALI~ 

Pasal 18 

Hal-hal teknis yang belum diatur. dalam.peraturan ini akan diteta:pkan 

oleh Direktur Jenderal . 

BAB VII 

KETENTUAN PENUI'UP 

Pasal 19 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tan<?gal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rremerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri Kesehatan ini dengart penempatannya dalam Berita Negara Pepublik 

Indcnesia. 

Ditetapkan di : J AK ART~. ­

Pada tanggal : 23 AgU.stus 1989 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-2 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Ta­
hun 1974 tentang Pokok-Pokok Or­
ganisasi Departemen ; 

.9. Keputusan Presiden Nomor 15 Ta­
hun 1984 sebagaimana telah di­
ubah terakhir dengan Keputusan 
Prcsiden Nomor 36 Tahun 1987 ten 
tang Susunan Organisasi Departe7 
men. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG JENIS PENYAKIT 
TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WA­
BAH, TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAi~­

NYA DAi~ TATA CARA PENANGGULANGAN SE­
PERLUNYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud 
dengan : 

a. Wabah adalah kejadian berjang -
kitnya suatu penyakit menular 
dalam masyarakat yang jumlah 
penderitanya men'ingkat secara 
nyata melebihi keadaan yang la­
zim pada waktu dan daerah ter -
tentu serta dapat menimbulkan 
malapetaka. 

b. Penderi ta atau tersangka pende­
rita adalah penderita atau ter­
sangka penderita penyakit ter -
tentu yang dapat menimbulkan 
wabah. 
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PERATURAN MENTER! KESEHATAi~ REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 560/MENKES/PER/VIII/1989 

TENTANG 
JENIS PENYAKIT TERTENTU YANG DAPAT 
MENIMBULK.tu~ WABAH, TATA CARA PENYAM­
PAIAN LAPORANNYA DAN TATA CARA 
PENANGGULANGAN SEPERLUNYA 

MENTER! KESEHATA.~ REPUBLIK INDONESIA, 

Menirnbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang 
Undang Nornor 4 Tahun 1984 ten­
tang Wabah Penyaki t Menular ,per­
lu ditctapkan Jenis Penyakit 
Terten~u yang dapat menirnbulkan 
wabah, Tata Cara Penyampaian La­
porannya dan Tata Cara Penang­
gulangan seperlunya. 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a 
tersebut di atas, perlu ditetap­
kan Peraturan Menteri Kesehatan. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Kesehatan ; 

2. Undang~Undang Nomor 1 Tahun 1962 
tentang Karantina Laut ; 

3. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1962 
tentang Karantina Udara ; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah ; 

s. Undang-Undang Nomor S Tahun 1979 
tentang Pernerintahan Desa ; 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 
tentang \~abah P~nyakit Mcnular ; 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Ta­
hun 1987 tcntang Penyerahan Se­
bagian Urusan Pemerintahan Dalam 
Bidang Keschatan Kepada Daerah ; 
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c. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah tirnbulnya 
atau meningkatnya kejadian kesakitan/kemati­
an yang bermakna secara epidemiologis pada 
s ~tu daerah dalam kurun waktu tertentu. 

d. Tindakan penanggulangan seperlunya adalah 
tindvkan yang wajib segera dilaksanakan oleh 
Kepala l'lilayah/Daerah dengan bantuan Unit 
kesehatan ~etempat bila didapatkan penderita 
atau tersangka penderita atau Kejadian Luar 
Biasa agar tidak berkembang menjadi Wabah. 

e. Isolasi adalah pemisahari penderita penyakit 
menular dengan orang yang rentan terhadap 
penyakit tersebut. 

f. Evakuasi adalah pemindahan sebagian atau se­
mua penduduk dari loka.si terj angki t ke loka­
si yang aman. 

g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 
yang bertanggung jawab dalam bidang pemberan 
tasan penyakit rnenular. -

BAB II 
JENIS PENYAKIT TERTENTU YANG DAPAT 

MENIMBULKAN WABAH 

Pasal 2 

(1) Penyakit tertentu yang dapat meninibulkan-... .._. 
wabah a.dalah 

a. Kho I era j. Pertusis 
b. Pes k. Rabies 
c. Demam bolak-balik 1. Malaria 
d. Demam kuning rn. Influenza 
e. Tifus bercak wabah n. Hepatitis 
f. Dernam Berdarah Dengue o. Tifus perut 
g. Campak p. · Mer.ingitis 
h. Polio q. Encephalitis 
i. Difteri r. Antrax. 
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(2) 

(3) 

Tanda-tanda penyakit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) !ditetapkan oleh Direktur Jende 
ral, -
Penyakit lain yang dapat menimbulkan wabah 
yang belum ditetapkan dalam Peraturan ini 
akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Kese­
hatan. 

Pasal 3 

(1) Penentuan suatu penyakit yang dapat menimbul 
kan wabah sebagaimana yang dimaksud pada 
Pasal 2 ayat (1) dilakukan atas dasar hasil 
pemeriksaan klinik laboratorium. 

(2) Tata cara pemeriksaan klinik dan laboratori­
Ul!l sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 

BAB lII 
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN ADANYA 
PENDERITA ATAU TERSANGKA PENDERITA 

Pasal 4 

(1) Laporan adanya penderita atau tersangka pen­
derita disebut laporan kewaspadaan. 

(2) Isi laporan kewaspadaan antara lain : 

a. Nama/Nama-nama penderita atau yang me-
ninggal ; 

b. Golongan umur ; 
c. Tempat/alamat kejadian 
d. Waktu kejadian ; 
e. Jumlah yang sakit atau meninggal. 

Pasal 5 

Penyampaian laporan kewaspadaan harus memperha -
tikan asas dini, cepat, dapat dipercaya dan ber­
tanggung jawab. 
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Pasal 6 

(1) Yang diharuskan menyampaikan laporan kewas­
padaan antara lain : 

a , Orang tua penderita atau tersangka pen­
derita, orang dewasa yang tinggal seru­
mah dengan penderita atau tersangka pen­
derita\ Kepala Keluarga, Ketua Rukun Te­
tangga, Ketua Rukun Warga/Hukun Kampung 
atau Kepala Dukuh ; 

b. Dokter, petugas kesehatan yang memeriksa 
penderita, dokter hewan yang memeriksa 
hewan tersangka penderita ; 

c. Kepala stasiun kereta api, kepala termi­
nal kendaraan bermotor, kepala asrama, 
kepala sekolah, pimpinan perusahaan, ke­
pala unit kesehatan pemerintah dan swas­
ta ; 

d. Nakhoda kendaraan air atau udara. 
(2) Laporan kewaspadaan disampaikan kepada Lu­

rah atau Kepala Desa dan atau Unit Kesehat­
an terdekat selambat-lambatnya 24 (dua pu­
luh empat) jam sejak mengetahui adanya pen­
derita atau tersangka penderita. 

(3) Laporan kewaspadaan yang diterima sebagai -
mana dimaksud ayat (2) harus segera dite -
ruskan kepada kepala Puskesmas Pembantu I 
Kepala Puskesmas setempat. 

Pasal 7 

(1) Kep~la Puskesmas Pembantu yang menerima 
laporan kewaspadaan harus melapor kepada 
Kepala Puskesmas atau atasannya. 

(2) Kepala Puskesmas .atau yang menerima laporan 
kewaspadaan dari masyarakat atau dari Pus­
kesmas Pembantu atau dari Lurah harus me­
laporkan kepada Camat dan Dinas Kesehatan 
Dati II setempat. 
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(3) Dinas. Kesehatal\ Dati I I dan I ·· a tau Pej abat 
yang menerima faporan kewaspadaan langsung 
dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
pasal 6 ayat (1) d~ngan berbagai cara segera 
niemberitahukan kejadian kepada Puskesmas 
yang bersangkutan. 

Pasal 8 

(1) Penyampaian laporan kewaspadaan dapat dilaku 
kan dengan cara lisan dan atau tertulis. -

(2) Penyampaian secara lisan dilakukan dengan 
tatap muka, melalui telpon, mel alui radio dan 
alat-alat komunikasi lainnya. 

(3) Penyarnpaian secara tert111is dapat dilakukan 
~engan surat; te l ex dan sebagainya. 

BAB IV 
TATA CARA PENANGGULANGAN SEPERLUNYA 

Pasal 9 

(1) Kepala Puskesmas yang rnenerima laporan kewas 
padaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 da 
lam rangka membantu kepala wilayah setempat-; 
wajib segera melaksanakan penyelidikan epi -
demiologis bersamaan dengan penanggulangan 
~ejadian 7Luar Biasa. 

(2) Tindakan penanggulangan lebih lanjut disesu­
aikan dengan hasil penyelidikan epidemiolo -
gis . . 

(3) Bilamana diperlukan Kepala Puskesmas dalam 
melaksanakan penyelidikan epidemiologis da­
pat minta bantuan kepada Dinas Kesehatan Da-
ti I I. -

(4) Pedoman penyelidikan epidemiologis dan pe­
nanggulangan Kejadian Luar Biasa ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 10 

(1) Penanggulangan _seperlunya antara lain 
<! 
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a. Perneriksaan ; 
b. Pengobatan ; 
c. Perawatan ; 
d. hclasi ; 
e. Piembeut ukan Tim Gerak Cepat dan Pengger akan-.,,.... . 

... J .. .-

f. Pt'.:n!!f .::.pm. hamaan lingkungan, rnisalnya pernbe-
rian kapofit pada surnur ; 

g. Vaksinasi .; 
h. Evakuasi ; 
i. ·Penutupan daerah/lokasi yang tersangka ter­

jangkit wabah ; 
j. Lain-lain tindakan yang diperlukan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 11 

Isolasi dilaksanakan oleh petugas Puskesmas 
Pembantu, Puskesmas, atau Rumah Sakit. 
Isolasi dapat dilakukan di Rurnah Sakit, Pus 

..: 
kesmas atau di Rumah. 
Kegiatan Isolasi tersebut pada ayat (1) dan 
ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Wila -
yah/Daerah atau Camat. 

Pasal 12 

(1) Pernbentukan dan penggerakan Tim Gerak Cepat 
di Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, dan Pro­
pinsi dilakukan oleh Camat atau Kepala Wi­
layah/Daerah yang bersangkutan dengan mem­
pert imbangkan keadaan dan kebutuhan masing~ 
mas in g •.ri. l ayah. 

(2) Tim Ger ak Cepat tersebut pada ayat (l) ter­
diri dar · unsur-unsur Kesehatan, Keamanan, 
Pene rangan ~an unsur lain yang terkait. 

Pasal 13 

Penghapus hamaan lingkungan dilakukan oleh pe­
tugas Kesehatan dengan dibantu oleh perangkat 
pemerintah seternpat lainnya. 
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Pasal 14 
r 

(1) Imunisasi diberi'·an kepada penduduk yang be! 
ada dalam ancama, terjangki t penyakit t er­
tentu yang dapat aenimbulkan wabah. 

(2) Imunisas i pada manusia dilakukan oleh pet u­
gas Kesehatan setempat dan i munisasi pada 
hewan di lakukan petugas peternakan setempat. 

Pasal 15 

(1) Evakuasi dilakukan apabila menurut perangkat 
Ke sehatan terdapat indikasi medi s at au epi -
demiologis. 

(2) Pelaksanaan evakuasi dilakukan oleh Kepala 
Wi l ayah/Daerah atau Camat . 

Pasal 16 

(1) Penutupan daerah/lokasi yang tersangka ter­
j angki t wabah di laksanakan apabila menurut 
perangkat kesehatan terdapat indikasi epide­
miologis. 

(2) Penutupan .daerah dilakukan oleh Kepala Wila­
yah/Daerah atau Camat. 

(3) Luas daerah dan lamanya penutupan daerah di­
perhitungkan secara epidemiologis dengan 
memperhatikan letak batas dan keadaan wila­
yah. 

BAB V 
DAYA DAN DANA 

Pasal 17 

(1) Daya dan dana yang diperlukan untuk melak -
sanakan penyelidikan epidemiologis dan pe­
nanggulangan seperlunya adalah tanggung ja­
wab Kepala Wilayah/Daerah setempat. 

(2) Pengadaan daya dan dana tersebut pada ayat 
(1), selain dar i ·Pemerintah Daer ah setempat, 
Kepala Wilayah/ Daerah yang bersangkutan da­
pat mengusahakannya dari Pernerintah Pusat 
atau masyarakat. 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 

U-9 

Hal-ha! tekn.i5 yang belum diatur dalam peraturan 
ini akan <l~:.~t:apkan oleh Direktur Jenderal. 

DAB VII 
KETENTU/\N ?ENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan ini mulai berlaku sejak t anggal dite -
tapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini de­
ngan penempatannya dalarn Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di J A K A R T A 

Pada tanggal 23 Agustus 1989 

MENTER! KESEHATAN R. I. 

ttd 

Dr. ADHYATili.A, MPH . 


